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NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

bahwa Percepatan Penurunan Stunting merupakan
salah satu indikator keberhasilan pembangunan
kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan
berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber
daya manusia sejak dini dalam rangka mewujudkan
sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan
produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan;

bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak
terjadi di Kabupaten Way Kanan sehingga dapat
menghambat upaya peningkatan kesehatan
masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya
manusia,;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang
penurunan stunting belum dapat mengakomodasi
upaya pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
secara efektif sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Penurunan Stunting;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur
dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaram
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...
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Menetapkan

.

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara

i i 172);
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nompr 23 Tahun 201_4
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 967),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang
selanjutnya  disingkat OPD  adalah Perangkat
Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Percepatan Penurunan Stunting adalah Panduan bagi
OPD dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi
untuk penurunan stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
berusia di bawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan
gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada priode
1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin
hingga anak berusia < 24 bulan.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah
cairann hidup yang mengandung sel-sel darah putih,
imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein
spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.

Monitoring adalah pemantauan kegiatan oleh institusi
tingkat lebih tinggi secara berkala.

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang sederajat untuk saling
memberikan informasi dan bersama mengatur atau
menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses
pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu
tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan
keberhasilan pihak yang lainnya

Terintegrasi adalah merupakan pendekatan intervensi
yang dilakukan secara koordinir, terpadu dan bersama-
sama- yang melibatkan lintas sektor dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
Intervensi adalah layanan untuk mencegah/mengatasi
faktor-laktor penyebab stunting yang terdiri dari

intervensi gizi spesifik dan sensitif.
11.Perilaku...
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11. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan spesifik
konkret dan dapat diukur dan diamati.

12. Komunikasi Perubahan Perilaku yang selanjutnya
disingkat KPP adalah suatu model pendekatan
sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk
mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu
kelompok sasaran.

13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya
disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang
dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil
pembelajaran yang menjadikan seseorang atau
keluarga untuk kelompok masyarakat yang dapat
menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan
berperan  aktif dalam mewujudkan kesehatan

masyarakat.
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah
sebagai:

a. panduan dalam melaksanakan intervensi
terintegrasi untuk Penurunan Stunting mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan;

b. pedoman intervensi Percepatan Penurunan
Stunting terintegrasi melalui peningkatan mutu
gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta
strategi komunikasi perubahan perilaku.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemahaman seluruh terkait dan
masyarakat dalam peran sertanya untuk
Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi;

b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program
atau kegiatan terkait Penurunan stunting secara
terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan
jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta
koordinasi yang baik;

c. meningkatkan komitmen OPD mulai dari
perencanaan, implementasi, pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-
masing dalam rangka mewujudkan Kabupaten
Way Kanan Bebas Stunting; dan

d. membangun dan mengoptimalkan tim Percepatan
Penurunan Stunting terintegrasi dalam Kabupaten
Way Kanan.

Pasal 3
(1) Asas Percepatan Penurunan Stunting adalah:

a. cepat dan tepat; dalam wupaya Percepatan
Penurunan Stunting OPD dan Stakeholder terkait
harus bertindak sesuai prosedur, cepat waktu dan
tepat sasaran;

b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; dalam
upaya Percepatan Penurunan Stuntingtidak hanya
dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi
membutuhkan dukungan sektor dan program lain;

c.transparansi...
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c. transparansi; dalam segala hal yang berhubungan
dengan Percepatan Penurunan Stunting harus
dilakukan secara terbuka;

d. peka budaya; dalam segala hal yang berhubungan
dengan Percepatan Penurunan Stunting harus
memperhatikan sosial budaya; dan

e. akuntabilitas; dalam segala hal yang berhubungan
dengan Percepatan Penurunan Stunting harus
dapat dipertanggungjawabkan.

Cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting

OPD dan Stakeholder terkait harus bertindak sesuai

prosedur, cepat waktu dan tepat sasaran.

Penguatan kelembagaan dan kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam upaya Percepatan

Penurunan Stuntingtidak hanya dapat dilakukan secara

sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor

dan program lain.

Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dalam segala hal yang berhubungan dengan

Percepatan Penurunan Stunting harus dilakukan secara

terbuka.

peka budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d dalam segala hal yang berhubungan dengan

Percepatan Penurunan Stunting harus memperhatikan

sosial budaya.

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dalam segala hal yang berhubungan dengan

Percepatan  Penurunan  Stunting  harus dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan
status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya
manusia.
Penurunan stunting dimaksudkan untuk
meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan
masyarakat melalui:
a. perbaikan pola konsumsi makanan;
b. perbaikan perilaku sadar gizi,
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai

dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB II
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5
Percepatan Penurunan Stunting dicapai melalui S (lima)
pilar.
5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah
Desa;

b.Peningkatan...
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b. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan
Pemberdayaan Masyarakat;

c. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan
Intervensi sensitif  di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat
individu, keluarga dan masyarakat, dan

e. Penguatan dan pengembangan system, data,
informasi, riset dan inovasi.

Target pencapaian  penurunan stunting  tingkat

kabupaten ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen)

pada tahun 2024.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 6

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan

Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dibentuk

Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan,

menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting secara efektif,

konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas

sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara teknis melaksanakan

kegiatan:

a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan
memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan stunting antar organisasi perangkat daerah
dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku
kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;

b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat
kabupaten, kecamatan hingga tingkat
desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan
penurunan stunting;

c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan
dengan pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat kabupaten;

d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan
manajemen pendampingan untuk Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat kabupaten,
kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

e.mengoordinasikan...
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e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
bersama lintas sektor di tingkat kabupaten;

f. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di

tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan

Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi
pimpinan daerah, perangkat daerah dan pemangku
kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Kabupaten mengoordinasikan laporan
mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting untuk disampaikan kepada bupati paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kecamatan

Pasal 7

Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan

Penurunan Stunting ditingkat Kecamatan, maka

dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan

Stunting terintegrasi yang ditetapkan dengan

Keputusan  Ketua  Pelaksana Tim  Percepatan

Penurunan Stunting tingkat Kabupaten.

Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. menyediakan data penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat kecamatan;

b. menggerakkan dan melakukan pendampingan
lapangan untuk Percepatan Penurunan Stunting
di tingkat kecamatan;

c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan
pemanfaatan penyelenggaraan percepatan dana
desa dan alokasi dana desa untuk percepatan
penurunan stunting;

d. monitoring dan evaluasi stunting di tingkat
kecamatan;

e. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan
kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;

f.  mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi
kader terkait Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat kecamatan,;

g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat
kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

h. melaksanakan rembuk stunting di tingkat
kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,;

(3) Tim...
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Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi
pimpinan kecamatan, unit pelaksana teknis di
kecamatan dan pemangku kepentingan, termasuk Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK).

Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting
tingkat kecamatan mengoordinasikan laporan
mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting tingkat kecamatan untuk disampaikan
kepada Kctua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

Bagian ketiga
Tim Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan

Pasal 8

Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan
Penurunan Stunting ditingkat kampung/kelurahan,
maka dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan
Stunting  terintegrasi yang  ditetapkan dengan
Keputusan kepala Kampung/Lurah.

Tim  Percepatan Penurunan  Stunting Tingkat
kampung/kelurahan  bertugas  mengoordinasikan,
menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting di tingkat
kampung/kelurahan.
Rincian tugas tim Percepatan Penurunan

Stuntingsebagai berikut:

a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan
kegiatan Percepatan Penurunan Stuntingdi tingkat
kampung/kelurahan;

b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko
stunting dalam pendampingan, pelayanan dan
rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam
Percepatan Penurunan Stuntingdi  tingkat
kampung/kelurahan;

c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi
secara berkala dalam pendampingan, dan
pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat
kampung/kelurahan; dan

d. melaksanakan rembuk stunting di tingkat
kampung/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  tingkat

Kampung/Kelurahan melibatkan:

a. Tenaga Kesehatan paling sedikit mencangkup bidan,

tenaga gizi dan tenaga Kesehatan lingkungan;

b. Penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas

lapangan keluarga berencana,;

c. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan

keluarga (TP-PKK);

d.Pembantu...
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d. Pembantu Pembina keluarga berencana desa
(PPKBD) dan/atau sub-PPKBD/Kader Pembangunan
Manusia (KPM), Kader dan/atau unsur masyarakat
lainnya.

Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting

tingkat kampung/kelurahan mengoordinasikan laporan

mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan

Stunting tingkat kampung/kelurahan untuk

disampaikan kepada kepala kampung selaku Ketua

Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat

kampung/kelurahan dan kemudian diteruskan kepada

Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting

Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PERAN KAMPUNG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

Pasal 9

Pemerintah Kampung berwenang menetapkan kebijakan

program  peningkatan pelayanan publik dalam

APBKampung

Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi

masyarakat dan Percepatan Penurunan Stunting di

tingkat kampung.

Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan

stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi,

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk
balita

c. pelatthan pemantauan perkembangan kesehatan
ibu hamil atau ibu menyusui;

d. bantuan sarana prasarana posyandu dalam
mendukung  kegiatan pemeriksaan berkala
kesehatan bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui;

e. pengembangan apotek hidup kampung dan produk
holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu
hamil atau bu menyusui;

f. pengembangan ketahanan pangan di kampung; dan
kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang
sesuai dengan kewenangan kampung yang
diputuskan dalam musyawarah kampung.

Pemerintah kampung berkoordinasi dengan tim

Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung serta

lembaga masyarakat lainnya yang ada di kampung

dalam menyusun strategi perencanaan dan

penganggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di

tingkat kampung.

BAB V
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10...



Pasal 10
Pembinaan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan
Stunting Terintegrasi dilakukan secara berjenjang dan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing OPD.

Pasal 11

(1) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten
melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten,
Kecamatan dan/atau kampung/kelurahan.

(2) Tim  Percepatan Penurunan  Stunting Tingkat
Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di
Kecamatan dan kampung/kelurahan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dapat juga dilakukan dengan melibatkan
pihak lainnya.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada
Bupati melalui kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12
Pembiayaan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan
Stunting dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
3. Anggaran yang bersumber dari pihak ketiga yang sah
dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor
64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI WAY KANAN,
dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto

SAIPUL

SUPRIYANTONS.H., M.H.

! Pembina(IV/
N}?.~1985062'4 2010011 012
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